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ABSTRAK

ANALISIS ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
KOTA PALEMBANG
Oleh :

Elita Pratama

Pendapatan asli daerah dari pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah
sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah setiap tahunnya. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan retribusi pemakaian
kekayaan daerah di palembang, untuk mengetahui seberapa efektif dan efesien
prosedurnya dan mengetahui bagaiamana upaya untuk meningkatkan penerimaan
retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan kegiatan
pengumpulan data dengan cara wawancara,dokumentasi, dan observasi. Hasil
penelitian, pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah efektif
walaupun di tahun 2016 tidak mencapai target yang diharapkan. Prosedur
pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah bisa dikatakan efisien. Ini
terbukti pada tahun 2015 telah mencapai target walaupun pada tahun 2016 tidak
mencapai target yang diharapkan. Tidak mungkin prosedur yang tidak efisien dapat
menghasilkan penerimaan yang efektif. Untuk memaksimalkan pemungutan
retribusi pemakaian kekayaan daerah sebaiknya BPPD kota Palembang melakukan
Sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih berminat meggunakan aset milik daerah
dalam kegiatannya dan melakukan kunjungan ke daerah yang penerimaan retribusi
pemakaian kekayaan daerahnya sudah sangat baik sekali.

Kata kunci : retribusi pemakaian kekayaan daerah,efektivitas, efesiensi.
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ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF COLLECTING USER CHARGES
FOR THE USE OF REGIONAL WEALTH IN EFFORT TO INCREAS THE
REVENUE OF LOCAL INCOME IN THE TAX MANAGEMENT OF THE

AGENCY PALEMBANG CITY
By:

Elita Pratama

The original revenue of the region from the collection of local resource usage is
very influential on the regional revenue every year. The purpose of this study is to
find out how the procedure of levying the use of local wealth in Palembang, to
know how effective and efficient the procedure and to know how efforts to improve
the acceptance of user charges for the use of local wealth. The type of this research
is descriptive research. To obtain the necessary data the authors perform data
collection activities by interview, documentation, and observation. The result of the
research is that the collection of local resource usage fees has been effective even
though in 2016 did not reach the expected target. The procedure of collecting user
charges for the use of regional wealth can be said to be efficient. This is evident in
2015 has reached the target even though in 2016 did not reach the expected target.
It is impossible that inefficient procedures can result in effective reception. To
maximize the collection of user charges for the use of regional wealth should the
Local Tax Management Agency of Palembang city shall socialize the community to
be more interested in using the assets belonging to the regions in their activities and
to visit the regions where the acceptance of user charges for the use of the area has
been very good.

Keywords: User charges for local wealth, effectiveness, efficiency.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka
mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan
pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari
adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari

pembangunan nasioanl.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjadi landasan utama dalam
pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih

besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar
daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah
pusat berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana
alokasi khusus, serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber
pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.



Mengenai sumber pendapatan daerah di atur dalam Pasal 157 Bab VIII
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
berbunyi:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya yang dipisahkan, dan

1) Hasil pajak daerah;

2) Hasil retribusi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah;

b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan menurut Undang — Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber —
sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari
sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari
sektor retribusi daerah.

Menurut Pasal 1 Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



Jenis — jenis retribusi daerah menurut Undang — Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang pajak dan retribusi daerah, secara umum terdapat 3 jenis Retribusi
Daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kreteria — kreteria Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1. Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya

diserahkan kepada daerah.

2. Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.

3. Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk

semua orang).

4. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

5. Dipungut secara efektif dan efeisien serta menjadi Pendapatan Daerah.

6. Kualitas dan pelayanan yang baik.

Jenis — jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

1. Retribusi pelayanan kesehatan

2. Retribusi pelayanan persamahan / keberhasilan

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan
sipil

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,



6. Retribusi pelayanan pasar

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta

10. Retribusi pengujian kapal perikanan

b. Retribusi jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi terhadap jasa yang disediakan
pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.

Jenis — jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2. Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan

3. Retribusi tempat pelelangan

4. Retribusi terminal

5. Retribusi tempat khusus parkir

6. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
7. Retribusi rumah potong hewan

8. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



c. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut pemeritah atas
izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya
alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh
pemerintah.
Kriteria dan ciri — ciri retribusi perizinan tertentu antara lain:
1. Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanannya diserahkan
kepada daerah.
2. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari

kegaiatan yang dilaksanakan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Palembang merupakan
salah satu daerah yang di beri hak otonomi daerah untuk mengatur rumah
tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Palembang di
harapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upayanya

adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.



Di kota Palembang sendiri Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sangat
umum dijumpai. Karena kebanyakan dari masyarakat di kota palembang
memanfaatkan aset daerah yang berupa gedung pada saat ingin mengadakan acara
pribadi maupun organisasi. Secara umum dapat kita ketahui jika banyaknya
penyewaan aset daerah maka akan mendapatkan penghasilkan yang sangat baik

sehingga dapat meningkatkan PAD di kota palembang ini.

Dinas Pendapatan Kota Palembang sebagai salah satu unsur pelaksanaan
pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber
pendapatan kota yang berupa pajak dan retribusi daerah kota/kabupaten. Retribusi
Daerah sendiri cukup berperan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah hal
ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah lima tahun terakhir ini

mengalami peningkatan, yang mana disebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota palembang

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Tahun Target Realisasi Peningkatan
(%)
2012 2.129.688.243.904,75 2.241.242.778.950,50 9,74
2013 2.662.178.061.424,70 2.608.332.965.204,88 13,18
2014 3.073.38.412.245,31 2.864.285.443.451,50 6,83
2015 2.859.503.907.463,85 2.694.157.998.605,44 3,85
2016 3.466.134.113.873,28 3.092.823.209.524,18 8,57



Sumber: Badan Pengelolaan pajak Daerah Kota palembang.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota
Palembang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, penerimaan yang
ditargetkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebesar Rp.
2.129.688.243.904,75 pada tahun 2012 lalu meningkat menjadi Rp.
2.662.178.061.424,70 di tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat
menjadi Rp. 3.073.389.412.245,31 setelah itu pada tahun 2015 menurun menjadi
Rp. 2.859.503.907.463,85 dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi Rp.
3.466.134.113.873,28. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Kota palembang mempunyai arti bahwa Pendapatan
Asli Daerah yang dipungut oleh pemerintah kota atas semua pajak dan retribusi
daerah kabupaten/kota yaitu salah satunya adalah retribusi pemakaian kekayaan
daerah yang mempunyai andil didalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pada Tahun 2015 efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah tetap efektif dari
tahun sebelumnya. Di Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah juga ekektif karena

target yang di tentukan dapat tercapai.

Tabel 1.2

Target Dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota
Palembang

Tahun 2012 samapi dengan Tahun 2016

Tahun Target Realisasi Peningkatan

(%)



2012 262.500.000,00 242.000.000,00 92,19

2013 264.000.000,00 217.500.000,00 82,39
2014 277.000.000,00 186.000.000,00 67,15
2015 277.000.000,00 331.000.000,00 119,49
2016 277.000.000,00 165.000.000,00 59,57

Sumber:Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa retribusi pemakaian kekayaan
daerah di Kota Palembang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016,
penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dicapai oleh Badan
Pengelolaan Pajak Daerah di kota Palembang sebesar Rp. 242.000.000,00 pada
tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 217.500.000,00,
kemudian pada tahun 2014 menurun kembali menjadi Rp. 186.000.000,00 setelah
itu pada tahun 2015 meningkat menjadi 331.000.000,00dan pada tahun 2016
semakin menurun kembali menjadi Rp. 165.000.000,00. Dari tabel tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum
efektif dan efesien dalam setiap tahunnya. Karena pada tahun 2012, 2013 dan
2014 retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target, namun pada
tahun 2015 penerimaan meningkat sehingga dapat mecapai target. Tetapi, pada
tahun 2016 menagalami penurunan kembali dan menyebabkan tidak tercapaianya
target.

Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah kota Palembang. Untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah kota Palembang perlu dilakukan evaluasi dan analisis realisasi retribusi



daerah dan penggalian yang sudah dilakukan. Analisis tersebut dapat mencangkup
penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.
Dengan analisis efektivitas dan efesiensi penerimaan retribusi pemakaian
kekayaan daerah dapat dijadikan bahan evaluasi penggalian pendapatan asli
daerah kota Palembang, yaitu pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menentukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang akan di lakukan oleh pihak
Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah di kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pemungutan Retribusi kekayaan Daerah telah dilakukan sesuai
dengan prosedur?
2. Apakah penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah dilakukan

secara efektif dan efesien oleh Badan pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas , maka tujuan yang ingin

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah

dilakukan sesuai prosedur.



2. Untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi Penerimaan retribusi pemakaian
kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota palembang.
1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak

yang terkait dalam hal penerimaan retribusi daerah, khususnya masukan

bagi pemerintah kota Palembang di Badan pengelolaan Pajak Daerah

(BPPD.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti
Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai
prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam
upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dikota
palembang.

b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-pihak
yang terkait dalam hal penerimaan retribusi daerah, khususnya
masukan bagi pemerintah kota Palembang di Badan pengelolaan Pajak

Daerah (BPPD).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab,

dimana masing-masing bab akan dibagi beberapa sub bab yang disusun secara
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sistematis sehiggan menggambarkan keterkaitan antara satu sub bab dengan

sub bab yang lain. Lima bab ini secara garis besar tersusun sebagai berikut.

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yanng berhubungan dengan retribusi
pemakaian kekayaan daerah yaitu mengenai : pendapatan asli daerah dan retribusi.
Retribusi mencangkup defensisi, jenis-jenis, sifat, objek, subjek, perhitungan dan
tarif retribusi. Selain teori, bab ini juga akan menjelaskan tentang penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran

penelitian.

BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, data dan sumber
data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang

akan digunakan untuk mengolah data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi permasalahan yang dihadapi Badan
Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan data yang telah dikumpulkan seputar

prosedur pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ditraik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab
IV dan akan diberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dengan

permasalahan yang ada.
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